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ABSTRAK

Lembaga Majelis Krama Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang
Pedoman Majelis Krama Desa. Dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 dijelaskan bahwa: Lembaga Kemasyarakatan Desa
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat desa. Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang membidangi penyelesaian sengketa di Desa.Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah pertama, Bagaimanakah Kedudukan Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa? Dan Kedua Bagaimanakah
efektifitas keberadaan lembaga Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa (Studi Kasus Di Desa Gondang, Kecamatan
Gangga, Kabupaten Lombok Utara)? Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bawha pertama,
Majelis Krama Desa (MKD) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Majelis Krama Desa (MKD) sebagai lembaga mitra pemerintah desa dalam hal menyelesaikan sengketa
yang terjadi di masyarakat desa. Keberadaan dari Lembaga Majelis Krama Desa di desa Gondang dinilai sangat
efektif karena sepanjang Majelis Krama Desa dibentuk telah menyelesaikan berbagai macam kasus, mulai dari
kasus perdata , adat, maupun pidana ringan yang tercatat kurang lebih 13 kasus. Namun dalam menjalankan tugas
fungsinya Majelis Krama Desa masih meiliki kendala baik secara internal Lembaga maupun secara eksternal
Lembaga.

Kata kunci : Kedudukan, Majelis Krama Desa, Sengketa

ABSTRACT

The MKD institution was formed based on Regent Regulation Number 20 of 2017 concerning Guidelines for
Village Krama Council. In Article 1 numbers 9 and 10 it is explained that: Village Community Institutions are
institutions formed by the community according to needs and are partners of the village government in empowering
village communities. The Krama Desa Council, hereinafter abbreviated as MKD, is a Village Community
Institution in charge of dispute resolution in the Village. The formulation of the problem in this research is first,
What is the Position of the Village Krama Council in Resolving Disputes Based on Regent Regulation Number 20
of 2017 concerning Guidelines for the Village Krama Assembly? And Second, how effective is the existence of the
Village Krama Council in resolving disputes based on Regent Regulation Number 20 of 2017 concerning
Guidelines for the Village Krama Council (Case Study in Gondang Village, Gangga District, North Lombok
Regency)? The results of the research conducted by the author show that first, the Village Krama Council (MKD)
was formed based on North Lombok Regent Regulation Number 20 of 2017 concerning Guidelines for the Village
Krama Assembly (MKD) as a village government partner institution in resolving disputes that occur in village
communities. The existence of the MKD institution in Gondang village was considered very effective because
during the time the MKD was formed it had resolved various cases, ranging from civil, customary, and minor
criminal cases, of which approximately 13 cases were recorded. However, in carrying out its functions, the MKD
still has problems both internally and externally.

Keywords: Position, Village Krama Assembly, Dispute
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PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, pemerintahan Desa ialah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah hakekatnya
ialah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani
masyarakatnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar tentunya desa memiliki urusan untuk menjalankan
fungsi dari pemerintahanya.

Adapun urusan pemerintahan desa yakni urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa,
urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. sementara ini urusan pemerintahan desa
tersebut, menjadi unit dalam organisasi pemerintahan Desa. akan tetapi dengan adanya perubahan regulasi
pengaturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa struktur organisasi
pemerintahan desa tidak harus merujuk kepada urusan yang dimlikinya. Namun Kepala Desa berhak mengusulkan
struktur organisasi pemerintahan desa dan tata kerja (psl. 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan pemerintahan
Desa. Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang klasifikasi bidang dalam
pemerintahan Desa. adapun bidang tersebut yakni penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat desa. dengan pengaturan bidang dalam peraturan tersebut, maka struktur organisasi
pemerintahan desa akan berganti yang sebelumnya unit teknis disebutnya Kepala urusan menjadi kepala bidang.
(Arif Zainudin, Model Kelembagaan Pemerintahan Desa, Jurnal llmu Pemerintahan: Kajian llmu Pemerintahan
dan Politik Daerah Universitas Pancasakti Tegal,, Vol. 1 No. 2 September 2016, him. 339)

Menurut mithzberg dalam menentukan struktur organisasi ditentukan berdasarkan urusan dan kewenangan
organisasi yang melekat. Dalam pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
ada 4 (empat) kewenagnan yang melekat dalam pemerintahana Desa, hal tersebut yang perlu dijabarkan
dalam bentuk organisasi pemerintahan Desa. Sementara ini, sebelum adanya perubahan peraturan tentang Desa,
pemerintahan desa menggunakan nama urusan desa sebagai unit teknis organisasi pemerintahan desa. seperti
urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat, dan urusan
ketertiban lingkungan

Sementara dari sisi struktur kelembagaan pemerintah desa, dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014
tidak ditemukan baik secara implisit maupun eksplisit mengenai pembagian kewenangan (devision of
power/distribution of power) sebagaimana yang dijelaskan dalam teori klasik trias politica Mostesquieu, yang
biasanya teori ini sering digunakan untuk mengkaji pola pembagian kekuasaan negara dalam konstek pemerintah
pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota. Jika dijabarkan secara sederhana pola pembagian kekuasaan dalam
struktur pemerintahan desa hanya mengenal: a. Kewenangan eksekutif adalah kepala desa dan seluruh perangkat
dibawahnya; dan b. Kewenangan legislative adalah Badan Permusyrawatan desa.

Dalam tata pemerintahan desa tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai Lembaga yudikatif yang
berfungsi sebagai Lembaga penegak hukum/peraturan sebagaiman kita kenal dalam struktur kelembagaan negara
secara mapan. Namun yang menjadi menarik Ketika penulis melakukan studi kasus di beberapa desa di kabupaten
Lombok Utara, teradapat suatu Lembaga di sebut Majelis Krama Desa (MKD) yang memiliki kewenangan
menyelesaikan sengketa ditingkat desa. Lembaga MKD dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun
2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 dijelaskan bahwa: (a). Lembaga
Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. (b). Majelis Krama Desa yang selanjutnya
disingkat MKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi penyelesaian sengketa di Desa.
(Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa, Perbup Nomor 20 Tahun
2017, ps. 1 angka 9 dan 10)

Dari penjelasan dalam pasal 1 angka 9 dan 10 diatas dapat dipahami bahwa Majelis Krama Desa dibentuk
sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk atas aspirasi dan swadaya masyarakat desa yang diberi
kewenangan untuk menyelesaikan sengeketa di tingkat desa. Jika dilihat secara normative maka pembentukan
Majelais Krama Desa ini hanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat adat dan tidak memiliki posisi secara
formal kelembagaan dalam struktur kelembagaan pemerintahan desa karena pembentukannya tidak berdasar pada
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam pasal 3 Perbup nomor 20 tahun 2017 dijelaskan mengenai tujuan
dibentuknya MKD, adalah: (a); membina kerukunan warga masyarakat Desa. (b); memelihara perdamaian; dan (c);
menangani sengketa di Desa. (Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa,
Perbup Nomor 20 Tahun 2017, ps. 3)

Kewenangan penyelesaian sengketa memang dikenal dalam khazanah hukum sebagai alternatif despute
resolution (ADR) atau disebut alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang dikenal dalam beberapa bentuk.
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Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (close door session) dan kerahasiaaan para
pihak terjamin (confidentiality), proses beracara lebih cepat dan efesien. Proses penyelesaian sengketa di luar
pengadilan ini menghindari kelambalan yang diakibatkan prosedural dan admitratif sebagaimana beracara di
pengadilan umum win-win sulution. Penyelesaian sengketa di luar pengadialan ini dinamakan APS (altematif
penyelesaian sengketa). (Berlin Bambang lIrawan, Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Skripsi Pada

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, him. 1)

Sejarah munculnya altematif nenyelesain sengketa di luar pengadilan di mulai pada tahun 1976 ketika
ketua mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempeiopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul,
Minnesota Amerika serikat, Hal ini di latar belakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun
1970, dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya
kepcrhatian yang serins mengenai efck negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhimya
American Bar Assosiation (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komite Alternatif
Penyelesaian Sengketa pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum Alternatif Penyelesaian
Sengketa pada sekolah hukum di A.merika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.

Aleternatif Penyelesaian Sengketa pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana saat itu
Alternatif Penyelesaian Sengketa berkembang karena dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut:

a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses
pengadilan sering kali berkenanjangan, sehingga mcmakai biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang
kurang memuaskan.

b. Meningkatkan ketertiban masyarkat dalam proses penyelesaian sengketa.

Memperlancai serta memperluas akses ke pengadilan

d. Memberikan kesempatan bagi terciptanya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat
diterima oleh semua pihak dan memuaskan. (Frans Hendra Winarta, Penyelesaian Sengkeia Arbitrase Nasional
Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, him, 10.)

Sebenamya jiwa dari altematif penyelesaian sengkata itu sudah ada dari nenek moyang bangsa indonesia.
Hal itu sebagaimana terlihat temyata dalam budaya musyawarah unuk mencapai mufakat yang masib sangat terlihat
di masyarakat pedesaan di indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cendnang masyarakat tidak
memebawa permaslahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa
tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa
mereka tersebut ke hadapan kcpala desa. (Berlin Bambang Irawan, Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Skripsi Pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, him. 1)

Dengan semangat "musyawarah untuk mencapai mufakat" yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa
indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai potensi yang sangat besar untuk pentingnya peran APS
dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkanya Uundang-Undang No. 30 tahun 1999. Nilai
kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di mana saja di indonesia. Pada masyarakat Batak
yang relatif memeiliki nilai litigious indonesia masih mengadalkan forum runggiin adat, yang intinya penyelesaian
sengketa secara musyawaiah dan kekeluargaan. Selain dari pada budaya APS yang memang sudah melekat dalam
masyarakat Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di
Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Faktor ekonomis: Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang
lebih ekonomis. baik dai sudut pandang biaya maupu waktu.

b. Faktor ruang lingkup yang dibahas: Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki kemampuan unik membahas
agenda permasalahan secara lebih luas, komprehcnsif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main
dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengeta sesuai dengan kepentingan dan kebutuanya.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit
ipolycentris yang disebabkan oleh substansi kasus yang sangat sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah.

c. Faktor pembinaan hubungan baik: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengadalkan caracara penyelesaian
sengketa kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menkankan pentingnya pembinaan hubungan baik antara
manusia yang telah berlangsung maupun yang akan dating. (Frans Hendra Winarta, Penyelesaian Sengkeia
Arbitrase Nasional Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, him, 10.)

Dalam Alternatif penyelesaian sengketa dimungkinkan untuk dilaksanakannya suatu penyelesaian sengketa
secara informal, sukarela dengan kerja sama langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat
tercapainya kebutuhan maupun kepentingan dari para pihak yang bersengketa. Alhasil, banyak dari para pelaku
bisnis tersebut ingin agar sengketa-sengketa keperdataan yang timbul diantaia mereka diselesaikan dengan hasil
win-win solution. Disinilah alternatif penyelesaian snegketa timbul untuk mcnjawab kebutuhan-kebutuhan para
pelaku bisnis tersebut. Namun dalam perkembanganya alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya digunakan oleh
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para pelaku bisnis, melainkan alternatif penyelesaian sengketa kini telah digunakan secara umum dalam upaya
meiijawab perselisihan-perselisihan yang terjadi di lalui masyarakat, seperti konflik horizontal antara kelompok
masyarakat.

Dari uarain di atas dapat dipahami bahwa munculnya Majelis Krama Desa dibarengi dengan konsep praktik
yang akan dijalankan lebih dekat kepada praktik mediasi yang dikenal secara teori oleh Alternatif Dispiute
Resulution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun yang menjadi persoalan hukum keberadaan atau kedudukan
Lembaga Majelis Krama Desa ini belum memiliki posisi normative secara legal formal dalam struktur
kelembagaan desa beradasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Namun dalam penelitain ini
menulis akan mengkaji tidak saja kedudukan Majelis Krama Desa dalam mekanisme bersidangnya (praktik
lapangan) tetapi yang teramat penting penulis juga akan membahas dan mengkaji Majelis Krama Desa dari sisi
kedudukan nya dalam strutur kelembagaan desa sebab bukan tidak mungkin Majelis Krama Desa ini akan memiliki
masa untuk me-reformasi dirinya dan kelembagaannya kedepan mengikuti perkembangan masyarakat desa,
sedangkan posisi Lembaga Majelis Krama Desa ini sampai saat ini masih berada dalam wilayah Grey Norm
(kekaburan norma). Sehingga dalam jurnal ini penulis mengangkat judul penelitian “Kedudukan Majelis Krama
Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Majelis Krama Desa (Studi Kasus Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara).

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Majelis Krama Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Majelis Krama Desa?

2. Bagaimanakah efektifitas keberadaan lembaga Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa (Studi
Kasus Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka ditentukan tujuan
penelitian yang ingin dicapai yaitu Untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal terkait tentang Kedudukan Majelis
Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Majelis Krama Desa. serta diharapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis dan praktis untuk
meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang disiplin llmu Huku Tata Negara, juga dapat
dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Kedudukan Majelis Krama Desa
Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis
Krama Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif-Empiris,dengan
objek kajian dan focus penelitian pada kedudukan Majelis Krama Desa (MKD) dalam system pemerintahan desa
dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017
Tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Dalam penelitian ini juga menerapkan metode Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang diteliti, serta sebagai tambahan penulis juga menerapkan metode Pendekatan
konseptual (conseptual approach), dan metode Pendekatan kasus (case approach)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Majelis Krama Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Majelis Krama Desa

Dari pemaparan Pembina Sekaligus mantan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Paer Daya
(Bapak Kamardi,SH) menjelaskan bahwa (Hasil wawancara dengan Pembina Aman Paer Daya (Bapak Kamardi,
SH), tanggal 15 Maret 2023, di todo, Desa Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, NTB.) Pada dasarnya di
Lombok bagian utara khsususnya beberapa desa di kecamatan gangga, kayangan, dan bayan, sejak dulu telah ada
Lembaga pranata adat yang tumbuh dan berkembang dan dijaga oleh masyarakat, baik yang ada ditingkat desa,
maupun dusun, yang biasa disebut dengan istilah Lembaga adat Desa/Dusun, yang tugasnya selain sebagai forum
musyawarah jika ada sengketa, Lembaga adat tersebut difungsikan sebagai forum musyawarah dalam
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penyelenggaraan adat perkawinan sasak, kepengurusannya pun dibentuk dan diangkat berdasarkan kesepakatan
bersama warga Desa/dusun”.

Untuk itu, dengan melihat penjelasan di atas berbicara Lembaga/pranata adat di Lombok Utara penulis
lebih melihat kepada pemeliharaan atau melanjutkan tatanan sebelumnya terhadap yang sudah oleh pemerintah
dalam hal ini pemerintah daerah, bukan lagi membentuk yang baru. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Bab
VIl (Pembinaan dan Pengawasan) Pasal 112 ayat 3 poin ¢ Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang menjelaskan
bahwa:

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan
masyarakat Desa dengan:

a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru
untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. (Indonesia, undang-
undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014, ps. 112).

Ketentuan tersebut dapat juga dipahami sejalan dengan konsideran menimbang dalam peraturan Bupati
Lombok Utara No. 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD), yang menyebutkan bahwa salah
satu alas an/urgensi pembentukan MKD adalah: “bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang
hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan local yang perlu
dijaga kelestariannya”. Guna melaksanakan amanat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (3) huruf c tersebut,
pemerintah kabupaten Lombok Utara kemudian mengatur pembentukan dan kedudukan kelembagaan MKD secara
lebih khusus (lex spesialis) dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis
Krama Desa (MKD). Dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis
Krama Desa (MKD), menjelaskan bahwa: Pasal 2 Desa dapat membentuk Majelis Krama Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa. Pasal 3; Tujuan Majelis Krama Desa
adalah : (a);membina kerukunan warga masyarakat Desa; (b); memelihara perdamaian; dan; (c); menangani
sengketa di Desa. Pasal 4 Majelis Krama Desa mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam
memfasilitasi penyelesaian sengketa. Pasal 5; Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Majelis Krama Desa mempunyai fungsi:

a. memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa;

b. mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa dalam menyelamatkan
dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa; dan

c. mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang
di masyarakat. (Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD),
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, ps. 2,3, 4, dan 5).

Selanjutnya dalam Bab IV, mengatur tentang Tata Cara Pembentukan MKD di desa, adalah sebagai
berikut:

Pasal 6

Pemerintah Desa membentuk MKD dengan tahapan sebagai berikut:

a. penyusunan draft Peraturan Desa tentang MKD;
b. pembahasan bersama BPD;
C. penetapan Peraturan Desa; dan
d. penetapan pengurus MKD.
Pasal 7
1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang MKD.
2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. pembentukan;
b. kedudukan, tugas dan fungsi;
c. kusunan, pembagian tugas, dan persyaratan pengurus;
d. tatakerja;
e. tata cara pemberhentian anggota;
f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pembiayaan.
3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada
masyarakat.
Pasal 8

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Desa
menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang MKD kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama.

Pasal 9
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1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang MKD setelah mendapat persetujuan BPD.

2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

3) Pemerintah Desa mensosialisasikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
masyarakat.

Pasal 10
1) Pemerintah Desa menetapkan pengurus MKD dengan keputusan Kepala Desa.

2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah
Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah
ditetapkannya Peraturan Desa tentang pembentukan MKD. Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang
Pedoman Majelis Krama Desa (MKD), Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, ps. 6, 7, 8, 9, 10

Kemudian dalam Bab VI Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017 mengatur tentang
keanggotaan dari MKD, adalah:

Pasal 11

1) Susunan kepengurusan MKD sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. bendahara merangkap anggota; dan d. anggota.

2) susunan kepengurusan Majelis Krama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sendiri oleh
anggota Majelis Krama Desa pada sidang Pleno, melalui tata cara yang diatur oleh Majelis Krama
Desa.

3) Masa kepengurusan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan
berikutnya.

Pasal 12

1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Majelis Krama Desa.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja.

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan mediasi sengketa yang terjadi di tingkat
masyarakat desa.

Pasal 13

1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis administrasi.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja;
b. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; dan
c. pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 14

1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan keuangan MKD.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan anggaran program Kerja;
b. pengelolaan administrasi keuangan;

c. pelaksanaan urusan pembukuan; dan

d. penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 15

1) Jumlah kepengurusan MKD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang, paling
banyak 11 (sebelas) orang. (2) Kepengurusan MKD berasal dari unsur:

a. Tokoh Adat Desa;
b. Tokoh Agama;
c. Pemerintah Desa; dan d. Tokoh Masyarakat.

2) Penentuan anggota MKD disepakati dalam musyawarah Desa.

Pasal 16

1) Keanggotaan berhenti atau diberhentikan apabila:

a. mengundurkan diri;
b. masa jabatan berakhir;
¢. meninggal dunia; dan/atau
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d. tersangkut tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Tata Cara Pemberhentian angggota MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Desa. (Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa
(MKD), Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, ps. 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Selanjutnya dalam Bab VII Peraturan Bupati Lombok Utara No. 20 tahun 2017, mengatur tentang Tata
Kerja dari MKD, dalam menyelesaikan sengketa, yakni:
Pasal 17

1) Pengambilan keputusan MKD dilaksanakan melalui rapat MKD.
2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) bulan sekali.

3) Pengambilan keputusan dalam Rapat MKD dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18
Lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada MKD adalah:

a.
b.
C.

tindak Pidana Ringan yang termasuk sebagai delik aduan;

perkara perdata; atau

sengketa adat.

Pasal 19

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Masyarakat Desa secara individu atau kelompok melaporkan sengketanya kepada Majelis Krama
Desa baik secara lisan dan atau tertulis.

Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis oleh
sekretaris Majelis Krama Desa yang ditandatangani/Cap Jempol oleh pihak pelapor.

Laporan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diperdalam oleh Majelis
Krama Desa.

Majelis Krama Desa menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang
bersengketa.

Apabila para pihak sepakat untuk berdamai, Majelis Krama Desa membuat akta perdamaian
dengan mengetahui Kepala Desa.

Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didaftarkan pada Pengadilan.

Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, MKD membuat berita acara
dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal.
(Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD),
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, ps. 17, 18, 19).

Selanjutnya pengaturan mengenai kedudukan Lembaga MKD dalam Peraturan Bupati No. 20 tahun 2017
diatas, telah diturunkan atau diatur lebih lanjut dan berlaku secara mutatis mutandis dalam Peraturan Desa Gondang
Nomor 02 tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Krama Desa Gondang. Untuk selanjutnya dituangkan dalam
Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Gondang No. 39 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengurus Majelis Krama
Desa ( MKD ) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 1. Daftar nama-nama pengurus dan anggota MKD Desa Gondang

NO | NAMA JABATAN | ALAMAT KET
1 SIMPARUDIN, SH Ketua Dusun Karang Pendagi
2 RASIDEP, S.Pd Wakil Ketua | Dusun Karang Pendagi
3 ABDUL KARIM Sekretaris Dusun Lekok Utara

4 M. MASRUR HAMID, S.Pd.l | Anggota Dusun Karang Pendagi
5 MOH. NAHIR Anggota Dusun Karang Anyar

6 SADIKIN, S.Pd.l Anggota Dusun Lekok Tenggara
7 MARSIM Anggota Dusun Karang Kates

8 SYAMSUL MUHYIN Anggota Dusun Karang Pendagi
9 H. M. JUHAIDI, BA Anggota Dusun Karang Amor
10 | SAHDAN Anggota Dusun Karang Kates
11 | SAHARUDIN Anggota Dusun Karang Anyar

Sumber: Lampiran SK Kepala Desa Gondang No. 39 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Majelis Krama

Desa (MKD) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

Dari beberapa penjelasan dalam muatan pasal pada Peraturan Bupati Lombok Utara, No. 20 Tahun 2017
di atas, dapat dipahami bahwa:
1. MKD dibentuk dengan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Lembaga media penyelesaian sengketa di
desa;
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no

MKD dibentuk dengan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang MKD;

3. Keanggotaan MKD berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (Sembilan)
orang, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

4. Keanggotaan MKD terdiri dari unsur, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan unsur

Pemerintah Desa, dengan masa kerja 5 (lima) tahun;

Bentuk hasil akhir mediasi sengketa oleh MKD adalah Keputusan;

MKD menyelesaikan sengketa dengan metode Mediasi, dengan prinsip musyawarah mufakat;

Bentuk sengketa yang dapat diselesaikan oleh MKD adalah, sengketa Adat, Sengketa perdata, dan tindak

pidana ringan;

8. MKD memperoleh biaya ooperasional dari APBDes dan/atau APBD.

No o

Di dalam konsideran Mengingat Peraturan Bupati Lombok Utara No. 20 tahun 2017, dapat ditemukan salah
satu yang menjadi tinjauan normatifnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara normative pembentukan Majelis Krame
Desa didasarkan pada ketentuan dan prinsip metode penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun
1999. Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa
juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative
Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(selanjutnya disebut APS). (Rachmadi Usmani, Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik. Jakarta, Sinar
Grafika, 2012, him. 8).

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki
landasan hukum yang diatur dalam Uundang-Undang 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia
dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.
Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam
menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian
yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu,
masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. (Rika
Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di
Indonesia. Jurnal llmu Hukum. Vol. 3 No. 2. HIm. 219).

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi
kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk
pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang
mengartikan APS sebagai Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase
merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur
yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan APS sebagai Alternative to Adjudication meliputi penyelesaian
sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menjelaskan bahwa: “Alternatif
Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli”. Jika mengkaji pada paparan teori di atas, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan
praktek penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh Majelis Krama Desa khsusnya di Desa Gondang lebih dekat
pada proses Mediasi dimana mediatornya adalah anggota Majelis Krama Desa sendiri, sebagaimana dijelaskan
dalam poin ke 5 (lima) di atas dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Bupati No. 20 tahun 2017, yaitu: “Dalam
menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKD mempunyai fungsi: ..... memfasilitasi
mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa.......”. Walaupun dalam tataran praktik kadang mediator
(anggota Majelis Krama Desa) sendiri bertindak aktif yang artinya lebih dekat kepada konsep Konsiliasi dimana
anggota Majelis Krama Desa dapat bertindak sebagai konsiliatornya tergantung pada jenis kasus/sengketa yang
ditangani.

Efektifitas Keberadaan Lembaga Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa (Studi Kasus Di
Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini
adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk
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dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran
(output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta
metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan
sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan
memberikan hasil yang bermanfaat.

Berikut adalah uraian factor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala bagi Majelis Krama Desa,

Desa Gondang, Kecamatan gangga, Kecamatan Lombok Utara, dalam melaksanakan tugas fungsinya.
1. Factor Internal

a. MKD secara kelembagaan tidak termasuk sebagai Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yakni
Lembaga Pemerintahan Desa hanya Pemerintah Desa dan BPD, maka hal ini membuat MKD tidak
memiliki akses secara langsung dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, baik soal kebijakan,
anggaran, dan lain-lain.

b. Kedudukan MKD secara kelembagaan hanya sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada
di desa Gondang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan BUpati No. 20 tahun 2017, yang
berfungsi hanya sebagai mitra bagi pemerintah desa, dalam hal memfasilitasi sengketa masyarakat
desa.

c. MKD tidak tergolong sebagai Lembaga adat Desa secara mandiri sebegaimana diatur dalam Pasal 95
Undang-Undang no. 6 tahun 2014, sehingga Majelis Krama Desa tidak dapat secara mandiri
melaksanakan tugas fungsi dibidang adat.

d. Majelis Krama Desa secara kelembagaan tidak memiliki akses secara langsung dalam hal pembentukan
produk hukum di desa seperti Peraturan Desa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 3 huruf b,
Pasal 55 huruf a, dan Pasal 62 huruf a Undang-Undang No. 6 tahun 2014 hanya mengatur bahwa
kewenangan legislasi desa ada pada kepala desa dan BPD, hal ini membuat Majelis Krama Desa secara
kelembagaan tidak memiliki dasar yuridis yang dapat dipersamakan dengan hukum formil dan materil
bagi Majelis Krama Desa dalam menyelesaikan sengketa, sehingga selama ini Majelis Krama Desa,
Desa Gondang dalam meyelesaikan sengketa hanya berpegang pada pendekatan adat semata.

e. Majelis Krama Desa tidak berwenang membentuk Peraturan Desa Adat, sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 111 Undang-Undang No. 6 tahun 2014.

f. Dalam proses jalannya mediasi, anggota MKD dituntut untuk bertindak sangat pasif dalam
penyelesaian sengketa, seperti di atur dalam Pasa 19 ayat 7 Peraturan Bupati No 20 tahun 2017, yakni:
Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, Majelis Krama Desa membuat
berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum
formal”.

g. MKD tidak memiliki kekuatan secara eksekutorial pada keputusan yang diambil, sebab dalam Perbup
No. 20 tahun 2017 maupun dalam Perdes Desa Gondang No. 2 tahun 2018 tidak ada mengatur tentang
mekanisme eksekusi Keputusan bagi MKD.

Majelis Krama Desa secara internal memiliki keterbatasan pada sumber daya manusia (SDM) anggota
sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Krama Desa Desa Gondang, bahwa “salah satu yang menjadi
kendala dalam menjalankan tugas fungsinya adalah keterbatasan sumber daya para anggotanya, sering kali pada
saat adanya siding mediasi para anggota tidak mengerti terkait substansi kasus yang sedang ditangani”. Dalam
hal ini pihak pemerintah daerah belum secara maksimal melaksanakan Amanah dalam Pasal 20 ayat (2) Perbup No.
20 tahun 2017, bahwa SKPD terkait dalam hal ini Dinas P2KBPMD KLU harus melakukan pembinaan kepada
MKD. (Hasil wawancara dengan Ketua MKD Desa Gondang, tanggal 15 Maret 2023, di secretariat MKD Desa
Gondang).

2. Faktor Eksternal

a. Angka kasus yang telah ditangani oleh Majelis Krama Desa masih tergolong sangat sedikit, oleh karena
masih kurangnya pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan, kedudukan, tugas
fungsi, dan wewenang dari Lembaga Majelis Krama Desa di Desa gondang.

b. Majelis Krama Desa tidak memiliki panduan yang jelas yang dapat digunakan sebagai pentunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

c. Majelis Krama Desa masih memiliki kendala pada anggaran, karena sejauh ini Majelis Krama Desa hanya
diberikan anggaran dalam bentuk biaya operasional yang relative rendah setiap tahunnya, oleh karena itu

MKD tidak bisa memberikan honor atau insentif pada anggota, hanya sebatas operasional bersidang saja

yang jumlahnya relative sangat sedikit.
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PENUTUP

Simpulan

1. Majelis Krama Desa (MKD) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017
tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD) sebagai lembaga mitra pemerintah desa dalam hal menyelesaikan
sengketa yang terjadi di masyarakat desa. Selanjutnya pengaturan mengenai kedudukan Lembaga MKD dalam
Peraturan Bupati No. 20 tahun 2017 diatas, telah diturunkan atau diatur lebih lanjut dan berlaku secara mutatis
mutandis dalam Peraturan Desa Gondang Nomor 02 tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Krama Desa
Gondang. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Gondang.

2. Keberadaan dari Lembaga MKD di desa Gondang dinilai sangat efektif karena sepanjang MKD dibentuk telah
menyelesaikan berbagai macam kasus, mulai dari kasus perdata , adat, maupun pidana ringan yang tercatat
kurang lebih 13 kasus. Namun dalam menjalankan tugas fungsinya MKD masih meiliki kendala baik secara
internal Lembaga maupun secara eksternal Lembaga.

Saran

1. Kepada Bupati Lombok Utara agar dapat melakukan revisi terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok
Utara No. 20 Tahun 2017, khususnya mengenai beberapa ketentuan tentang Lembaga MKD, agar memberi
penguatan dan kekuatan eksekutorial pada keputusan yang diambil olen MKD.

2. Kepada BPD dan Kepala Desa Gondang agar segera membentuk peraturan desa tentang ketentuan formil dan
materil bagi MKD dalam menyelesaikan sengketa masyarakat desa Gondang.
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